
 
 
 
 
RINGKASAN 

 

Pemisahan perusahaan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan perseroan untuk 

memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih 

karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih dimana perusahaan yang mengalihkan 

bubar karena hukum (disebut dengan pemisahan murni atau split up), atau mengalihkan 

sebagian aktiva dan pasiva perseroan kepada 1 (satu) perseroan atau lebih, dimana 

perusahaan yang mengalihkan tidak bubar (yang disebut dengan pemisahan tidak murni 

atau spin off). Pelaksanaan pemisahan ini, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan 

dari RUPS. 

Akibat hukum dari Pemisahan adalah: 

a. Pemisahan tidak murni dapat menimbulkan pengendalian terhadap perusahaan spin 

off oleh perusahaan asal. Pengendalian ini menjadikan perusahaan asal sebagai 

perusahaan induk, dan perusahaan spin off sebagai anak perusahaan (subsidiary). 

Sebaliknya hubungan pengendalian ini tidak terjadi dalam pemisahan tidak murni 

(split up).  

b. Pembuatan akta pendirian perusahaan baru (hasil pemisahan) merupakan 

penyerahan yuridis aktiva dan pasiva perusahaan asal (pasiva yang dimaksud 

adalah pasiva perusahaan asal yang dikompensasikan menjadi saham pada 

perusahaan hasil pemisahaan) kepada perusahaan baru hasil pemisahaan. Terhadap 

pengalihan ini masih memerlukan adanya penyerahan nyata. 
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Sedangkan untuk mengalihkan hubungan kontraktual yang sebelumnya telah 

disepakati oleh perusahaan asal, dengan pihak ketiga, dapat dilakukan dengan 

novasi. Novasi ini pada intinya untuk memperbaruhi perjanjian yang telah 

mengikat para pihak sebelumnya. Pengalihan perjanjian ini untuk dapat mengikat 

perusahaan baru hasil pemisahan, memerlukan pernyataaan tegas bahwa 

perusahaan baru hasil pemisahan tersebut menerima pengalihan yang dilakukan. 

Pernyataan ini dilakukan pada saat RUPS pertama kali.  

c. Pelaksanaan pemisahan perseroan, harus memperhatikan kepentingan stakeholder 

perusahaan. Secara umum, stakeholder yang merasa dirugikan dengan adanya 

pemisahan dapat mengajukan keberatan kepada perseroan atau berdasarkan Pasal 

1365 BW dapat mengajukan gugatan melanggar hukum. Secara khusus pemegang 

saham berdasarkan pasal 61 ayat (1) UUPT, pemegang saham dapat mengajukan 

gugatan ke pengadilan negeri apabila pemegang saham merasa dirugikan dengan 

adanya pemisahan. Pemegang saham juga dapat megajukan gugatan derevatif ke 

pengadilan negeri, gugatan atas nama perseroan yang mewakili 1/10 dari seluruh 

bagian saham, kepada direksi atau komisaris perseroan. Berdasarkan Pasal 126 

ayat (2) UUPT, pemegang saham dapat pula menggunakan haknya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 UUPT, untuk meminta perseroan agar membeli 

sahamnya dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham tidak setuju 

terhadap keputusan RUPS mengenai pemisahan perusahaan.  

d. Pernyataan secara tegas menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban 

perusahaan asal oleh perusahaan hasil pemisahan, mengalihkan hak dan kewajiban 
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kepada perusahaan hasil pemisahan termasuk pula mengalihkan tanggung gugat 

dari perusahaan asal kepada perusahaan hasil pemisahan. 
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